ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6
tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan
Pemberian Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo, Kecamatan
Pare, Kabupaten Kediri)” ini ditulis oleh Satria Shira Eksava, NIM 126103212229,
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas
Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, dibimbing oleh Dr. Dian
Ferricha, S.H., M.H.

Kata Kunci : Ketertihan Umum, Pelarangan Pemberian Uang, Pengemis

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan peraturan daerah
kabupaten kediri mengenai penanganan pemberian uang kepada pengemis yang
kurang maksimal dan belum memberikan solusi yang efektif bagi para pengemis.
Kebijakan peraturan daerah yang belum maksimal ini menjadi isu untuk dikaji lebih
dalam.

Rumusan Masalah yang peneliti fokuskan adalah 1) Bagaimana
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 dalam
Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan
Pare? 2) Bagaimana sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 6 Tahun 2017 dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa
Tulungrejo Kecamatan Pare?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis implementasi
peraturan dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten Kediri, serta
dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2) Untuk
mengidentifikasi bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 mengenai pelarangan pemberian
uang kepada pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi peraturan daerah dalam
mengatur pelarangan pemberian uang kepada pengemis di Kabupaten Kediri.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi,
wawancara, dokumentasi dan pengambilan sampling dengan metode random
sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, khususnya terkait pelarangan pemberian uang kepada pengemis
di ruang publik, memiliki sanksi pidana dan denda bagi pelanggar, implementasinya
di Desa Tulungrejo dengan peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, belum
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berjalan optimal. Masih ditemukan pengemis di tempat umum yang dipengaruhi
oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tradisi memberi, kedatangan pengemis dari
luar desa, dan kurangnya solusi mata pencaharian alternatif. 2) Sosialisasi Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 di Desa Tulungrejo Kecamatan
Pare belum optimal. Meskipun pemerintah daerah dan pemerintah desa telah
melakukan sosialisasi melalui publikasi dan patroli, kesadaran dan pemahaman
masyarakat, terutama pendatang baru, masih rendah. Sebagian masyarakat masih
memberikan uang kepada pengemis karena rasa iba atau ketidaktahuan akan adanya
larangan tersebut. Tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten
seperti operasi lapangan dan edukasi dinas sosial belum memberikan efek jera yang
signifikan karena pola pikir mengemis yang sudah melekat pada sebagian keluarga
pengemis. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih efektif dan menyeluruh,
melibatkan berbagai metode dan pemahaman akan sanksi, sangat diperlukan agar
Perda ini dapat terimplementasi dengan baik dan masyarakat tidak lagi memberikan
uang kepada pengemis.
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ABSTRACT

Thesis with title "The Implementation of Kediri Regency Regional Regulation
Number 6 of 2017 Concerning the Management of Public Order in the Prohibition
of Giving Money to Beggars (A Case Study in Tulungrejo Village, Pare Subdistrict,
Kediri Regency)" was written by Satria Shira Eksava, NIM 126103212229, State
Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali
Rahmatullah State Islamic University of Tulungagung, 2025, supervised by Dr. Hj.
Dian Ferricha, S.H., M.H.

Keywords: General Complaint, Prohibition of Giving Money, Beggars.

This research is motivated by the less than optimal policy of the Kediri
Regency regional regulation regarding the handling of giving money to beggars and
the lack of effective solutions for the beggars. This less than optimal regional
regulation policy becomes an issue for further study.

The formulation of the problem that the researcher focuses on is 1) How is
the implementation of Kediri Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 in
the Prohibition of Giving Money to Beggars in Tulungrejo Village, Pare District?
2) How is the socialization of the policy of Kediri Regency Regional Regulation
Number 6 of 2017 in the Prohibition of Giving Money to Beggars in Tulungrejo
Village, Pare District.

This study aims to 1) Analyze the implementation of regulations in
overcoming the problem of beggars in Kediri Regency, as well as its impact on the
social and economic life of the community. 2) To identify how the socialization has
been carried out on Kediri Regency Regional Regulation Number 6 of 2017
concerning the prohibition of giving money to beggars in Tulungrejo Village, Pare
District, Kediri Regency.

The research method used by the researcher uses a qualitative descriptive
approach to describe the implementation of regional regulations in regulating the
prohibition of giving money to beggars in Kediri Regency. Data collection
techniques used in this study are observation, interviews, documentation and
sampling with the random sampling method.

The results of this study indicate that: 1) the implementation of Kediri
Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning the Implementation of
Public Order, especially regarding the prohibition of giving money to beggars in
public spaces. This regulation has criminal sanctions and fines for violators, its
implementation in Tulungrejo Village with an increase in population and economic
activity, has not been optimal. Beggars are still found in public places which are
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influenced by low public awareness, the tradition of giving, the arrival of beggars
from outside the village, and the lack of alternative livelihood solutions. 2) The
socialization of Kediri Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 in
Tulungrejo Village, Pare District has not been optimal. Although the local
government and village government have conducted socialization through
publications and patrols, public awareness and understanding, especially
newcomers, are still low. Some people still give money to beggars because of pity
or ignorance of the prohibition. Actions that have been taken by the district
government such as field operations and social service education have not provided
a significant deterrent effect because the mindset of begging is already inherent in
some beggar families. Therefore, more effective and comprehensive socialization,
involving various methods and understanding of sanctions, is very necessary so that
this Regional Regulation can be implemented well and the community no longer
gives money to beggars.
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